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Bangunan Gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, 

mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, 
perwujudan produktivitas, dan jati diri manusia. Penyelenggaraan 

Bangunan Gedung perlu diatur dan dibina demi kelangsungan dan 

peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat, serta untuk 
mewujudkan Bangunan Gedung yang andal, berjati diri, serta seimbang, 

serasi, dan selaras dengan lingkungannya.  

Bangunan Gedung merupakan salah satu wujud fisik dari pemanfaatan 
ruang yang karenanya  setiap penyelenggaraan Bangunan Gedung harus 

berlandaskan pada pengaturan penataan ruang.  

Untuk menjamin kepastian hukum dan ketertiban penyelenggaraan 

Bangunan Gedung, setiap Bangunan Gedung harus memenuhi persyaratan 
administratif dan teknis Bangunan Gedung. 

Peraturan daerah ini berisi ketentuan yang mengatur berbagai aspek 

penyelenggaraan Bangunan Gedung meliputi aspek fungsi Bangunan 
Gedung, aspek persyaratan Bangunan Gedung, aspek hak dan kewajiban 

pemilik dan Pengguna Bangunan Gedung dalam tahapan  

penyelenggaraan Bangunan Gedung, aspek Peran Masyarakat, aspek 
pembinaan oleh pemerintah, aspek sanksi, aspek ketentuan peralihan, dan 

ketentuan penutup.  

Peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan 
Bangunan Gedung yang berlandaskan pada ketentuan di bidang penataan 

ruang, tertib secara administratif dan teknis, terwujudnya Bangunan 

Gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, 

kenyamanan, dan kemudahan bagi pengguna, serta serasi dan selaras 
dengan lingkungannya.  

Pengaturan fungsi Bangunan Gedung dalam Peraturan Daerah ini 

dimaksudkan agar Bangunan Gedung yang didirikan dari awal telah 
ditetapkan fungsinya sehingga masyarakat yang akan mendirikan 

Bangunan Gedung dapat memenuhi persyaratan baik administratif 

maupun teknis Bangunan Gedungnya dengan efektif dan efisien, sehingga 
apabila bermaksud mengubah fungsi yang ditetapkan harus diikuti dengan 

perubahan persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya. Di 

samping itu, agar pemenuhan persyaratan teknis setiap fungsi Bangunan 
Gedung lebif efektif dan efisien, fungsi Bangunan Gedung tersebut 

diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, 

tingkat risiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi, ketinggian, dan/atau 
kepemilikan.  

Pengaturan persyaratan administratif Bangunan Gedung dalam Peraturan 

Daerah ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui lebih rinci 

persyaratan administratif yang diperlukan untuk mendirikan Bangunan 
Gedung, baik dari segi kejelasan status tanahnya, kejelasan status 

kepemilikan Bangunan Gedungnya, maupun kepastian hukum bahwa 



Bangunan Gedung yang didirikan telah memperoleh persetujuan dari 

Pemerintah Daerah dalam bentuk izin mendirikan Bangunan Gedung.  

Kejelasan hak atas tanah adalah persyaratan mutlak dalam mendirikan 

Bangunan Gedung, meskipun dalam Peraturan Daerah ini dimungkinkan 

adanya Bangunan Gedung yang didirikan di atas tanah milik orang/pihak 
lain, dengan perjanjian. Dengan demikian kepemilikan Bangunan Gedung 

dapat berbeda dengan kepemilikan tanah, sehingga perlu adanya 

pengaturan yang jelas dengan tetap mengacu pada peraturan 

perundang-undangan tentang kepemilikan tanah.  

Dengan diketahuinya persyaratan administratif Bangunan Gedung oleh 

masyarakat luas, khususnya yang akan mendirikan atau memanfaatkan 

Bangunan Gedung, akan memberikan  kemudahan dan sekaligus 
tantangan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik.  

Pelayanan pemberian izin mendirikan Bangunan Gedung yang transparan, 

adil, tertib hukum, partisipatif, tanggap, akuntabilitas, efisien dan efektif, 
serta profesional, merupakan wujud pelayanan prima yang harus diberikan 

oleh Pemerintah Daerah.  

Peraturan Daerah ini mengatur lebih lanjut persyaratan teknis tata 
bangunan dan keandalan Bangunan Gedung, agar masyarakat di dalam 

mendirikan Bangunan Gedung mengetahui secara jelas 

persyaratan-persyaratan teknis yang harus dipenuhi sehingga Bangunan 

Gedungnya dapat menjamin keselamatan pengguna dan lingkungannya, 
dapat ditempati secara aman, sehat, nyaman, dan aksesibel, sehinggga 

secara keseluruhan dapat memberikan jaminan terwujudnya Bangunan 

Gedung yang fungsional, layak huni, berjati diri, dan produktif, serta serasi 
dan selaras dengan lingkungannya. 

Dengan dipenuhinya persyaratan teknis Bangunan Gedung sesuai fungsi 

dan klasifikasinya, maka diharapkan kegagalan konstruksi maupun 
kegagalan Bangunan Gedung dapat dihindari, sehingga pengguna 

bangunan dapat hidup lebih tenang dan sehat, rohaniah dan jasmaniah di  

dalam berkeluarga, bekerja, bermasyarakat dan bernegara.  

Pengaturan Bangunan Gedung dilandasi oleh asas kemanfaatan, 

keselamatan, keseimbangan, dan keserasian Bangunan Gedung dan 

lingkungannya, berperikemanusiaan dan berkeadilan. Oleh karena itu, 

masyarakat diupayakan terlibat dan berperan aktif, positif, konstruktif dan 
bersinergi bukan hanya dalam rangka pembangunan dan Pemanfaatan 

Bangunan Gedung untuk kepentingan mereka sendiri, tetapi juga dalam 

meningkatkan pemenuhan persyaratan Bangunan Gedung dan tertib 
penyelenggaraan Bangunan Gedung pada umumnya.  

Pengaturan Peran Masyarakat dimaksudkan untuk mendorong tercapainya 

tujuan penyelenggaraan Bangunan Gedung yang tertib, fungsional, andal, 
dapat menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan bagi 

pengguna dan masyarakat di sekitarnya, serta serasi dan selaras dengan 

lingkungannya. Peran Masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah ini 
dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok masyarakat melalui 

sarana yang disediakan atau melalui Gugatan Perwakilan. 

Pengaturan penyelenggaraan pembinaan dimaksudkan sebagai arah 
pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembinaan 

Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan berlandaskan prinsip-prinsip 

tata pemerintahan yang baik. Pembinaan dilakukan untuk Pemilik 

Bangunan Gedung, Pengguna Bangunan Gedung, Penyedia Jasa 
Konstruksi, maupun masyarakat yang berkepentingan dengan tujuan 

untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan dan keandalan Bangunan 



Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis, dengan 

penguatan kapasitas Penyelenggara Bangunan Gedung.  

Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penyedia Jasa Konstruksi baik 

sebagai perencana, pelaksana, pengawas, manajemen konstruksi maupun 

jasa-jasa pengembangannya, penyedia jasa Pengkaji Teknis Bangunan 
Gedung, dan pelaksanaannya juga dilakukan berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi. 

Penegakan hukum menjadi bagian yang penting dalam upaya melindungi 

kepentingan semua pihak agar memperoleh keadilan dalam hak dan 
kewajibannya dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung. Penegakan dan 

penerapan sanksi administratif perlu dimasyarakatkan dan diterapkan 

secara bertahap agar tidak menimbulkan ekses di lapangan, dengan tetap 
mempertimbangkan keadilan dan peraturan perundang-undangan lain. 

Pengenaan sanksi pidana dan  tata cara pengenaan sanksi pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) dan Pasal 47 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana. 

Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal yang bersifat pokok dan normatif 

mengenai penyelenggaraan Bangunan Gedung di daerah sedangkan 

ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan peraturan 

bupati dengan tetap mempertimbangkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan 

Daerah ini. 

 
 

PASAL DEMI PASAL 

 
Pasal 1  

Cukup jelas. 

 
Pasal 2  

Cukup jelas. 

 

Pasal 3  
Cukup jelas. 

 

Pasal 4  
Cukup jelas. 

 

Pasal 5  
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (2) 

huruf a. 

Cukup jelas. 
huruf b. 

Cukup jelas. 

huruf c. 

Cukup jelas. 
huruf d. 

Cukup jelas. 

huruf e. 
Cukup jelas. 



 

Ayat (3) 
Yang dimaksud dengan “lebih dari satu fungsi” adalah apabila satu 

Bangunan Gedung mempunyai fungsi utama gabungan dari 

fungsi-fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, 
dan/atau fungsi khusus. 

 

Pasal 6  

Ayat (1) 
Yang dimaksud dengan “bangunan rumah tinggal tunggal” 

adalah bangunan rumah tinggal yang mempunyai kaveling 

sendiri dan salah satu dinding bangunan tidak dibangun tepat 
pada batas kaveling. 

Yang dimaksud dengan “bangunan rumah tinggal deret” adalah 

beberapa bangunan rumah tinggal yang satu atau lebih dari sisi 
bangunan menyatu dengan sisi satu atau lebih bangunan lain 

atau rumah tinggal lain, tetapi masing-masing mempunyai 

kaveling sendiri. 
Yang dimaksud dengan “bangunan rumah tinggal susun” 

adalah Bangunan Gedung bertingkat yang dibangun dalam 

suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang 

distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal 
maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang 

masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, 

terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian 
bersama, benda bersama, dan tanah bersama. 

Yang dimaksud dengan “bangunan rumah tinggal sementara” 

adalah bangunan rumah tinggal yang dibangun untuk hunian 
sementara waktu dalam menunggu selesainya bangunan 

hunian yang bersifat permanen, misalnya bangunan untuk 

penampungan pengungsian dalam hal terjadi bencana alam 
atau bencana sosial. 

 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (6) 

Yang dimaksud dengan “bangunan dengan tingkat kerahasiaan 
tinggi” antara lain bangunan militer dan istana kepresidenan, 

wisma negara, Bangunan Gedung fungsi pertahanan, dan gudang 

penyimpanan bahan berbahaya. 

Yang dimaksud dengan “bangunan dengan tingkat risiko bahaya 
tinggi” antara lain bangunan reaktor nuklir dan sejenisnya, gudang 

penyimpanan bahan berbahaya.Penetapan Bangunan Gedung 

dengan fungsi khusus dilakukan oleh Menteri dengan 
mempertimbangkan usulan dari instansi berwenang terkait. 

 



 

 
Pasal 7  

Ayat (1) 

Klasifikasi Bangunan Gedung merupakan pengklasifikasian lebih 
lanjut dari fungsi Bangunan Gedung, agar dalam pembangunan 

dan pemanfataan Bangunan Gedung dapat lebih tajam dalam 

penetapan persyaratan administratif dan teknisnya yang harus 

diterapkan. 
Dengan ditetapkannya fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung 

yang akan dibangun, maka pemenuhan persyaratan administratif 

dan teknisnya dapat lebih efektif dan efisien. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (5) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (7) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (8) 

Kepemilikan atas Bangunan Gedung dibuktikan antara lain 

dengan IMB atau surat keterangan kepemilikan bangunan pada 

bangunan rumah susun. 
 

Pasal 8  

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 
Pengusulan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung 

dicantumkan dalam permohonan izin mendirikan Bangunan 

Gedung. Dalam hal Pemilik Bangunan Gedung berbeda dengan 
pemilik tanah, maka dalam Permohonan Izin Mendirikan 

Bangunan Gedung harus ada persetujuan pemilik tanah. 

Usulan fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung diusulkan oleh 
pemilik dalam bentuk rencana teknis Bangunan Gedung. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

 

 
 

 



Pasal 9  

Ayat (1) 
Perubahan fungsi misalnya dari Bangunan Gedung fungsi hunian 

menjadi Bangunan Gedung fungsi usaha. 

Perubahan klasifikasi misalnya dari Bangunan Gedung milik 
negara menjadi Bangunan Gedung milik badan usaha, atau 

Bangunan Gedung semi permanen menjadi Bangunan Gedung 

permanen. 

Perubahan fungsi dan klasifikasi misalnya Bangunan Gedung 
hunian semi permanen menjadi Bangunan Gedung usaha 

permanen. 

 
Ayat (2) 

Perubahan dari satu fungsi dan/atau klasifikasi ke fungsi 

dan/atau klasifikasi yang lain akan menyebabkan perubahan 
persyaratan yang harus dipenuhi, karena sebagai contoh 

persyaratan administratif dan teknis Bangunan Gedung fungsi 

hunian klasifikasi permanen jelas berbeda dengan persyaratan 
administratif dan teknis untuk Bangunan Gedung fungsi hunian 

klasifikasi semi permanen; atau persyaratan administratif dan 

teknis Bangunan Gedung fungsi hunian klasifikasi permanen jelas 

berbeda dengan persyaratan administratif dan teknis untuk 
Bangunan Gedung fungsi usaha (misalnya toko) klasifikasi 

permanen. 

Perubahan fungsi (misalnya dari fungsi hunian menjadi fungsi 
usaha) harus dilakukan melalui proses izin mendirikan Bangunan 

Gedung baru. 

Sedangkan untuk perubahan klasifikasi dalam fungsi yang sama 
(misalnya dari fungsi hunian semi permanen menjadi hunian 

permanen) dapat dilakukan dengan revisi/perubahan pada izin 

mendirikan Bangunan Gedung yang telah ada. 
 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 
Pasal 10  

Cukup jelas. 

 
Pasal 11  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 12  

Cukup Jelas 
 

Pasal 13  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 
 

 



Ayat (3) 

Perjanjian tertulis ini menjadi pegangan dan harus ditaati oleh 
kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur hukum perjanjian. 

 
Pasal 14  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 
Pasal 15  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (4) 

Cukup jelas. 

 
Pasal 16  

Ayat (1) 

Izin mendirikan Bangunan Gedung merupakan satu-satunya 

perizinan yang diperbolehkan dalam penyelenggaraan Bangunan 
Gedung, yang menjadi alat pengendali penyelenggaraan Bangunan 

Gedung. 

 
Ayat (2) 

Proses pemberian izin mendirikan Bangunan Gedung harus 

mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima dan 
murah/terjangkau. 

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung merupakan 

proses awal mendapatkan izin mendirikan Bangunan Gedung. 
Persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Keterangan 

Rencana Daerah, selanjutnya digunakan sebagai ketentuan oleh 

pemilik dalam menyusun rencana teknis Bangunan Gedungnya, di 
samping persyaratan-persyaratan teknis lainnya sesuai fungsi dan 

klasifikasinya. 

 

Ayat (3) 
  Cukup jelas 

 

 
 

 



Ayat (4) 

Sebelum mengajukan permohonan izin mendirikan Bangunan 
Gedung, setiap orang harus sudah memiliki surat Keterangan 

Rencana Daerah yang diperoleh secara cepat dan tanpa biaya. 

Surat Keterangan Rencana Daeraah diberikan oleh pemerintah 
daerah berdasarkan gambar peta lokasi tempat Bangunan Gedung 

yang akan didirikan oleh pemilik. 

 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

 

Ayat (6) 
Ketentuan-ketentuan khusus yang berlaku pada suatu 

lokasi/kawasan, seperti keterangan tentang: 

 daerah rawan gempa/tsunami; 

 daerah rawan longsor; 

 daerah rawan banjir; 

 tanah pada lokasi yang tercemar (brown field area); 

 kawasan pelestarian; dan/atau 

 kawasan yang diberlakukan arsitektur tertentu. 

 
Ayat (7) 

Cukup jelas. 

 
Pasal 17  

Ayat (1) 

Cukup jelas 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 
Ayat (4) 

Cukup Jelas 

 
Pasal 18  

Ayat (1) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

 
Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 
Pasal 19  

Cukup jelas. 

 
Pasal 20  

Cukup jelas. 

 
 

 

 



Pasal 21  

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Pasal 22 

Cukup jelas. 
 

Pasal 23 

Cukup jelas. 
 

Pasal 24 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas 

 

 Ayat (2) 

  Huruf a 
   Cukup jelas 

  Huruf b  

   Cukup jelas 
  Huruf c 

Yang dimaksud dengan “di atas air” yaitu Bangunan Gedung 

yang dibangun berada di atas permukaan air, baik secara 
mengapung (mengikuti naik-turunnya muka air) maupun 

menggunakan panggung (tidak mengikuti naik-turunnya 

muka air). 
  Huruf d 

   Cukup jelas 

 

Pasal 25 
 Cukup Jelas 

 

Pasal 26 
 Ayat (1) 

Fungsi Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan 

peruntukan lokasi sebagai akibat perubahan RTRW, RDTR,  
dan/atau RTBL dilakukan penyesuaian paling lama 5 (lima) 

tahun,  kecuali untuk rumah tinggal tunggal paling lama 10 

(sepuluh)  tahun, sejak pemberitahuan penetapan RTRW 
oleh pemerintah daerah kepada Pemilik Bangunan Gedung. 

 

 Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” 

yaitu peraturan perundang-undangan mengenai ganti rugi 

atau keperdataan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. 
 

 

 
 

 



Pasal 27 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas 

 

 Ayat (2) 
Penetapan KDB untuk suatu kawasan yang terdiri atas 

beberapa kaveling/persil dapat dilakukan berdasarkan pada 

perbandingan total luas Bangunan Gedung terhadap total 

luas kawasan dengan tetap mempertimbangkan peruntukan 
atau fungsi kawasan dan daya dukung lingkungan. 

Penetapan KDB dibedakan dalam tingkatan KDB tinggi 

(lebih besar dari 60% sampai dengan 100%), sedang (30% 
sampai dengan 60%), dan rendah (lebih kecil dari 30%). 

Untuk daerah/kawasan padat dan/atau pusat kota dapat 

ditetapkan KDB tinggi dan/atau sedang, sedangkan untuk 
daerah/kawasan renggang dan/atau fungsi resapan 

ditetapkan KDB rendah. 

 
 Ayat (3) 

Penetapan KLB untuk suatu kawasan yang terdiri atas 

beberapa kaveling/persil dapat dilakukan berdasarkan pada 

perbandingan total luas Bangunan Gedung terhadap total 
luas kawasan dengan tetap mempertimbangkan peruntukan 

atau fungsi kawasan dan daya dukung lingkungan. 

Penetapan ketinggian bangunan dibedakan dalam tingkatan 
ketinggian: bangunan rendah (jumlah lantai Bangunan 

Gedung sampai dengan 4 lantai), bangunan sedang (jumlah 

lantai Bangunan Gedung 5 lantai sampai dengan 8 lantai), 
dan bangunan tinggi (jumlah lantai bangunan lebih dari 8 

lantai). 

 Ayat (4) 
  Cukup jelas 

 

 Ayat (5) 

  Cukup jelas 
 

 Ayat (6) 

  Cukup jelas 
 

Pasal 28 

 Ayat (1) 
  Cukup Jelas 

 

 Ayat (2) 
  Huruf a 

Letak Garis Sempadan Bangunan Gedung terluar untuk 

daerah sepanjang sungai/danau, diperhitungkan 
berdasarkan kondisi sungai, letak sungai, dan fungsi 

kawasan, serta diukur dari tepi sungai. Penetapan Garis 

Sempadan Bangunan Gedung sepanjang sungai, yang juga 

disebut sebagai garis sempadan sungai, dapat digolongkan 
dalam: 

 garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan 

perkotaan,  perhitungan besaran garis sempadan 
dihitung sepanjang kaki tanggul sebelah luar. 

 



 garis sempadan sungai bertanggul dalam kawasan 

perkotaan,  perhitungan besaran garis sempadan 

dihitung sepanjang kaki tanggul sebelah luar. 

 garis sempadan sungai tidak bertanggul di luar kawasan 

perkotaan, perhitungan garis sempadan sungai 

didasarkan pada besar kecilnya sungai, dan ditetapkan 
ruas per ruas dengan mempertimbangkan luas daerah 

pengaliran sungai pada ruas yang bersangkutan. 

 garis sempadan sungai tidak bertanggul dalam kawasan 

perkotaan, perhitungan garis sempadan sungai 
didasarkan pada kedalaman sungai. 

 garis sempadan sungai yang terletak di kawasan 

lindung,  perhitungan garis sempadan sungai 
didasarkan pada fungsi kawasan lindung, besar-kecilnya 

sungai, dan pengaruh pasang surut air laut pada sungai 

yang bersangkutan. 

Letak Garis Sempadan Bangunan Gedung terluar untuk 
daerah pantai, diperhitungkan berdasarkan kondisi pantai, 

dan fungsi kawasan, dan diukur dari garis pasang tertinggi 

pada pantai yang bersangkutan. 
Penetapan Garis Sempadan Bangunan Gedung yang terletak 

di sepanjang pantai, yang selanjutnya disebut sempadan 

pantai,  dapat digolongkan dalam: 

 kawasan pantai budidaya/non-lindung, perhitungan 

garis sempadan pantai didasarkan pada tingkat 

kelandaian/keterjalan pantai. 

 kawasan pantai lindung, garis sempadan pantainya 
minimal 100 m dari garis pasang tertinggi pada pantai 

yang bersangkutan. 

Letak Garis Sempadan Bangunan Gedung terluar untuk 
daerah sepanjang jalan kereta api dan jaringan tegangan 

tinggi, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh instansi 

yang berwenang. 

Pertimbangan keselamatan dalam penetapan garis 
sempadan meliputi pertimbangan terhadap bahaya 

kebakaran, banjir, air pasang, tsunami, dan/atau 

keselamatan lalu lintas. 
Pertimbangan kesehatan dalam penetapan garis sempadan 

meliputi pertimbangan sirkulasi udara, pencahayaan, dan 

sanitasi. 
  Huruf b 

Pertimbangan keselamatan dalam hal bahaya kebakaran, 

banjir,  air pasang, dan/atau tsunami; 
Pertimbangan kesehatan dalam hal sirkulasi udara, 

pencahayaan,  dan sanitasi. 

Pertimbangan kenyamanan dalam hal pandangan, 

kebisingan, dan getaran. 
Pertimbangan kemudahan dalam hal aksesibilitas dan akses 

evakuasi; keserasian dalam hal perwujudan wajah kota; 

ketinggian bahwa makin tinggi bangunan jarak bebasnya 
makin besar. 

 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas 

 

 



 Ayat (4) 

  Cukup Jelas 
 

Pasal 29 

 Cukup jelas 
 

Pasal 30 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas 
 

 Ayat (2) 

  Cukup jelas 
 

 Ayat (3) 

Pertimbangan terhadap estetika bentuk dan karakteristik 
arsitektur dan lingkungan yang ada di sekitar Bangunan 

Gedung dimaksudkan untuk lebih menciptakan kualitas 

lingkungan, seperti melalui harmonisasi nilai dan gaya 
arsitektur, penggunaan bahan, warna dan tekstur eksterior 

Bangunan Gedung, serta penerapan penghematan energi 

pada Bangunan Gedung. 

Pertimbangan kaidah pelestarian yang menjadi dasar 
pertimbangan utama ditetapkannya kawasan tersebut 

sebagai cagar budaya, misalnya kawasan cagar budaya yang 

Bangunan Gedungnya berarsitektur cina, kolonial, atau 
berarsitektur melayu. 

 Ayat (4) 

Misalnya suatu kawasan ditetapkan sebagai kawasan 
berarsitektur melayu, atau suatu ditetapkan sebagai 

kawasan berarsitektur modern. 

Tim ahli misalnya pakar arsitektur, pemuka adat setempat, 
budayawan. 

Pendapat publik, khususnya masyarakat yang tinggal pada 

kawasan yang bersangkutan dan sekitarnya, dimaksudkan 

agar ikut membahas, menyampaikan pendapat, 
menyepakati, dan melaksanakan dengan kesadaran serta 

ikut memiliki. Pendapat publik diperoleh melalui proses 

Dengar Pendapat Publik, atau forum dialog publik. 
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 Cukup jelas 
 

Pasal 32 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas 

 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas 

 

 Ayat (3) 

  Cukup jelas 
 

 Ayat (4) 

  Cukup jelas 
 

 



Pasal 33 

 Ayat (1) 
  Cukup Jelas 

 

 Ayat (2) 
Persyaratan daerah resapan berkaitan dengan pemenuhan 

persyaratan minimal koefisien daerah hijau yang harus 

disediakan, sedangkan akses penyelamatan untuk 

bangunan umum berkaitan dengan penyediaan akses 
kendaraan penyelamatan, seperti kendaraan pemadam 

kebakaran dan ambulan, untuk masuk ke dalam tapak 

Bangunan Gedung yang bersangkutan. 
 

Pasal 34 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas 

 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas 

 

Pasal 35 

 Ayat (1) 
  Cukup jelas 

 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas 

 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas 

 

 
 Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” 

yaitu peraturan perundang-undangan mengenai lingkungan 

hidup, yaitu UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No. 27 Tahun 2012 

tentang Izin Lingkungan, serta peraturan turunannya yang 

berkaitan. 
Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah 

instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 
hidup 

 

Pasal 36 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas 

 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

 

Pasal 37 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas 

 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas 



 

Pasal 38 
 Ayat (1) 

  Cukup jelas 

 
 Ayat (2) 

  Cukup jelas 

 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas 

 

 Ayat (4) 
  Cukup jelas 

 

Pasal 39 
 Cukup jelas 

 

Pasal 40 
 Cukup jelas 

 

Pasal 41 

 Ayat (1) 
 

Yang dimaksud dengan “kuat/kokoh” adalah kondisi 

struktur Bangunan Gedung yang kemungkinan terjadinya 
kegagalan struktur Bangunan Gedung sangat kecil, yang 

kerusakan strukturnya masih dalam batas-batas 

persyaratan teknis yang masih dapat diterima selama umur 
bangunan yang direncanakan. 

Yang dimaksud dengan “stabil” adalah kondisi struktur 

Bangunan Gedung yang tidak mudah terguling, miring, atau 
tergeser selama umur bangunan yang direncanakan. 

Yang dimaksud dengan “persyaratan kelayanan” 

(serviceability)  adalah kondisi struktur Bangunan Gedung 

yang selain memenuhi persyaratan keselamatan juga 
memberikan rasa aman, nyaman,  dan selamat bagi 

pengguna. 

Yang dimaksud dengan “keawetan struktur” adalah umur 
struktur yang panjang (lifetime) sesuai dengan rencana, 

tidak mudah rusak, aus, lelah (fatigue) dalam memikul 

beban. 
Dalam hal Bangunan Gedung menggunakan bahan 

bangunan prefabrikasi, bahan bangunan prefabrikasi 

tersebut harus dirancang sehingga memiliki sistem 

sambungan yang baik dan andal, serta mampu bertahan 
terhadap gaya angkat pada saat pemasangan. 

Perencanaan struktur juga harus mempertimbangkan 

ketahanan bahan bangunan terhadap kerusakan yang 
diakibatkan oleh cuaca, serangga perusak dan/atau jamur, 

dan menjamin keandalan Bangunan Gedung sesuai umur 

layanan teknis yang direncanakan. 
Yang dimaksud dengan beban muatan tetap adalah beban 

muatan mati atau berat sendiri Bangunan Gedung dan 

beban muatan hidup yang timbul akibat fungsi Bangunan 
Gedung. 

 



Yang dimaksud dengan beban muatan sementara selain 

gempa dan angin, termasuk beban muatan yang timbul 
akibat benturan atau dorongan angin, dan lain-lain. 

Daktail merupakan kemampuan struktur Bangunan 

Gedung untuk mempertahankan kekuatan dan kekakuan 
yang cukup, sehingga struktur gedung tersebut tetap berdiri 

walaupun sudah berada dalam kondisi di ambang 

keruntuhan. 

 Ayat (2) 
  Cukup jelas 

 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas 

 

 Ayat (4) 
  Cukup jelas 

 

 Ayat (5) 
  Cukup jelas 
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 Ayat (1) 
  Cukup jelas 

 

 Ayat (2) 
Sistem proteksi pasif merupakan proteksi terhadap 

penghuni dan harta benda berbasis pada rancangan atau 

pengaturan komponen arsitektur dan struktur Bangunan 
Gedung sehingga dapat melindungi penghuni dan harta 

benda dari kerugian saat terjadi kebakaran. 

Pengaturan komponen arsitektur dan struktur Bangunan 
Gedung antara lain dalam penggunaan bahan bangunan 

dan konstruksi yang tahan api, kompartemenisasi dan 

pemisahan, dan perlindungan pada bukaan. 

 
 Ayat (3) 

Sistem proteksi aktif merupakan proteksi harta benda 

terhadap bahaya kebakaran berbasis pada penyediaan 
peralatan yang dapat bekerja baik secara otomatis maupun 

secara manual, digunakan oleh penghuni atau petugas 

pemadam dalam melaksanakan operasi pemadaman. 
Penyediaan peralatan pengamanan kebakaran sebagai 

sistem proteksi aktif antara lain penyediaan sistem deteksi 

dan alarm kebakaran, hidran kebakaran di luar dan dalam 
Bangunan Gedung, alat pemadam api ringan, dan/atau 

sprinkler. 

Dalam hal pemilik rumah tinggal tunggal bermaksud 
melengkapi Bangunan Gedungnya dengan sistem proteksi 

pasif dan/atau aktif, maka harus memenuhi persyaratan 

perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sesuai 

pedoman dan Standar Teknis yang berlaku. 
 

 Ayat (4) 

  Cukup jelas 
 

 



 Ayat (5) 

  Cukup jelas 
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 Cukup jelas 
 

 

Pasal 44 

 Cukup jelas 
 

Pasal 45 

 Cukup jelas 
 

Pasal 46 

 Cukup jelas 
 

Pasal 47 

 Cukup jelas 
 

Pasal 48  

 Ayat (1) 

  Cukup jelas 
 

 Ayat (2) 

Bukaan permanen adalah bagian pada dinding yang terbuka 
secara tetap untuk memungkinkan sirkulasi udara. 

 

 Ayat (3) 
  Cukup jelas 

 

 Ayat (4) 
  Cukup jelas 

 

 Ayat (5) 

  Cukup jelas 
 

 Ayat (6) 

  Cukup jelas 
 

Pasal 49  

 Cukup jelas 
 

Pasal 50 

 Cukup jelas 
 

Pasal 51  

 Cukup jelas 
 

Pasal 52 

 Cukup jelas 

 
 

Pasal 53 

 Cukup jelas 
 

 



Pasal 54 

 Cukup jelas 
 

Pasal 55 

 Cukup jelas 
 

Pasal 56 

 Cukup jelas 

 
Pasal 57 

 Cukup jelas 

 
Pasal 58 

 Cukup jelas 

 
Pasal 59 

 Cukup jelas 

 
Pasal 60 

 Cukup jelas 

 

Pasal 61 
 Cukup jelas 

 

Pasal 62 
 Cukup jelas 

 

Pasal 63  
 Cukup jelas 

 

Pasal 64 
 Cukup jelas 

 

Pasal 65 

 Cukup jelas 
 

Pasal 66  

 Cukup jelas 
 

Pasal 67 

 Cukup jelas 
 

Pasal 68 

 Cukup jelas 
 

Pasal 69 

 Cukup jelas 
 

Pasal 70 

 Cukup jelas 

 
Pasal 71 

 Cukup jelas 

 
 

 



Pasal 72 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (4) 

Cukup jelas 
 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 
 

Ayat (7) 

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah pejabat 

yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang Bangunan 
Gedung. 

 

Ayat (8) 
Cukup jelas. 

 

 
Pasal 73 

 Ayat (1) 

  Cukup jelas 
 

 Ayat (2) 

 Cukup jelas 

 Ayat (3) 
Dalam hal di daerah bersangkutan tidak tersedia tenaga ahli 

yang berkompeten untuk ditugaskan sebagai anggota TABG, 

maka dapat diangkat tenaga ahli dari daerah lain. 
 Ayat (4) 

  Cukup jelas 
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 Cukup jelas 
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 Cukup jelas 

 
Pasal 76 

 Cukup jelas 

 

Pasal 77 
 Cukup jelas 

 

Pasal 78 
 Cukup jelas 

 



Pasal 79 

 Cukup jelas 
 

Pasal 80 

 Cukup jelas 
 

Pasal 81 

 Cukup jelas 

 
Pasal 82 

 Cukup jelas 

 
Pasal 83 

 Cukup jelas 

 
Pasal 84 

 Cukup jelas 

 
Pasal 85 

 Cukup jelas 

 

Pasal 86 
 Cukup jelas 

 

Pasal 87 
 Cukup jelas 

 

Pasal 88 
 Cukup jelas 

 

Pasal 89 
 Cukup jelas 

 

Pasal 90 

 Cukup jelas 
 

Pasal 91 

 Cukup jelas 
 

Pasal 92 

 Cukup jelas 
 

Pasal 93 

 Cukup jelas 
 

Pasal 94 

 Cukup jelas 
 

Pasal 95 

 Cukup jelas 

 
Pasal 96 

 Cukup jelas 

 
Pasal 97 

 Cukup jelas 



 

Pasal 98 
 Cukup jelas 

 

Pasal 99 
 Cukup jelas 

 

Pasal 100 

 Cukup jelas 
 

Pasal 101 

 Cukup jelas 
 

Pasal 102 

 Cukup jelas 
 

Pasal 103 

Yang dimaksud dengan “menjaga ketertiban” adalah sikap 
perseorangan untuk ikut menciptakan ketenangan, kebersihan 

dan kenyamanan serta sikap mencegah perbuatan kelompok 

yang mengarah pada perbuatan kriminal dengan melaporkannya 

kepada pihak yang berwenang. 
Yang dimaksud dengan “mengurangi tingkat keandalan 

Bangunan Gedung” adalah perbuatan perseorangan atau 

kelompok yang menjurus pada perbuatan negatif yang dapat 
berpengaruh keandalan Bangunan Gedung seperti merusak, 

memindahkan dan/atau menghilangkan peralatan dan 

perlengkapan Bangunan Gedung. 
Yang dimaksud dengan “mengganggu penyelenggaraan 

Bangunan Gedung” adalah perbuatan perseorangan atau 

kelompok yang menjurus pada perbuatan negatif yang 
berpengaruh pada proses penyelenggaraan Bangunan Gedung 

seperti  menghambat jalan masuk ke lokasi atau meletakkan 

benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan manusia 

dan lingkungan. 
 

Pasal 104 

 Cukup jelas 
 

Pasal 105 

 Cukup jelas 
 

Pasal 106 

 Cukup jelas 
 

Pasal 107 

 Cukup jelas 
 

Pasal 108 

Yang dimaksud dengan “pengajuan Gugatan Perwakilan” adalah 

gugatan perdata yang diajukan oleh sejumlah orang (dalam jumlah 
tidak banyak misalnya satu atau dua orang) sebagai perwakilan 

kelas mewakili kepentingan dirinya sekaligus sekelompok orang 

atau pihak yang dirugikan sebagai korban yang memiliki 
kesamaan fakta atau dasar hukum antar wakil kelompok dan 

anggota kelompok dimaksud. 



 

Pasal 109 
 Cukup jelas 

 

Pasal 110 
 Cukup jelas 

 

Pasal 111 

 Cukup jelas 
 

Pasal 112 

 Cukup jelas 
 

Pasal 113 

 Cukup jelas 
 

Pasal 114 

 Cukup jelas 
 

Pasal 115 

 Cukup jelas 

 
Pasal 116 

 Cukup jelas 

 
Pasal 117 

 Cukup jelas 

 
Pasal 118 

 Cukup jelas 

 
Pasal 119 

 Cukup jelas 

 

Pasal 120 
 Cukup jelas 

 

Pasal 121 
 Cukup jelas 
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